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ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NORMATIF

PEKERJA OUTSOURCING.
Nama : M. Hasri Garikamansyah
NM :02011281621145

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak normatif Pekerja

Outsourcing”. Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk Mengetahui dan memahami

perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja outsourcing dan untuk

Mengetahui dan memahami apa saja kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak

outsourcing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara

studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja
outsourcing diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dan kendala-kendala dalam pemenuhan hak ‘normatif adalah
aturan yang lama tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman, mentalitas
petugas yang menegakkan hukum, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung
pelaksanaan hukum, serta miminmnya kesadaran hukum diantara semua pihak.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tujuan Negara secara tegas telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, khususnya dalam alenia ke IV (empat) yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan perlindungan Negara di bidang tenaga kerja tersebut di atas pada
hakekatnya mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil
dan spiritual dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika
dikaitkan dengan tujuan negara tersebut maka negara juga seharusnya turut
menjamin kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat diukur dari tingkat pekerja aktif
yang ada di negara ini. Jika manusia sebagai pekerja atau tenaga kerja dapat
diartikan sebagai proses dari terlaksananya produksi suatu perusahaan tersebut
maka sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Tiap-
tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.”

Selain dari pada pengaturan mengenai pekerjaan yang layak, negara juga
mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja. Yang mana
perlindungan tersebut merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan

dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan



Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Perlindungan
terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.*

Namun perlu diingat yang menjadi dasar pekerja melakukan pekerjaannya
adalah suatu perjanjian. sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang
dibuat itu lalu berlaku sebagai suatu Undang-Undang bagi pihak yang saling
mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara kedua
pihak tersebut.

Dimensi hubungan industrial mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi
hubungan kerja, dimensi serikat pekerja serta dimensi konflik industrial dan
penyelesaiannya. Pada bagian ini akan diuraikan ketiga dimensi tersebut dalam
perspektif neoliberal, Marxian dan Pancasila yang mengacu pada Salomon.3

Maka manusia sebagai tenaga kerja harus mendapat perlindungan,

kesejahteraan dan ketenangan, keamanan dalam melaksanakan hubungan kerja

! Heru Suyanto & Andriyanto Adhi Nugroho, 2016, Perlindungan Hukum Hak — hak Pekerja
Outsourcing berdasarkan Asas Keadilan, Jurnal Universitas Pembangunan Nasional — Vol 1
Februari 2016, him.1

2 Nafia, Erlin Kristine, Endra Wijaya, 2017, Perlindungan Hak-hak Buruh pada Praktik Sistem
Outsourcing sebuah Kesenjangan Penerimaan, Jurnal Novelty — Vol 8 No. 2 Agustus 2017, him.
253.

3 Dinar Wahyuni, 2011, Posisi Pekerja Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003 tentang Ketenagakejaan, Jurnal Pengelolaan Data dan Informasi Sekriatan Jendral DPR RI,
him.139



karena manusia menghadapi ketidak pastian, baik itu ketidak pastian yang sifatnya
spekulasi maupun ketidak pastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Maka
dari itu untuk menjamin semua itu maka terbentukla berbagai peraturan mengenai
jaminan sosial.

Dalam hal ini yang perlu di berikan jaminan sosial yaitu pekerja, karena
Pekerja adalah tulang punggung perusahaan yang mempunyai peranan penting
dalam perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak mungkin perusahaan itu akan jalan,
dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi
pengusaha, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar
pekerja dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula
perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya
dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan
dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut
merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna
untuk dapat mempertahankan aktivitas dan kesetabilan perusahaan.*

Menurut Soepomo dalam Asikin perlindungan tenaga kerjadi bagi dalam
3 (tiga) macam:®

1. Perlindungan ekonomis,

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup,
termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.

2. Perlindungan sosial,

4 Lalu Husni, 2004, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial melalui Pengadilan dan
Di Luar Pengadilan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.95

> Abdul Khakim, 2012, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan”, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, him.61.



yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja,
dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

3. Perlindungan teknis,

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan
keselamatan kerja.

Perlindungan tenaga kerja tersebut dapat memberikan semangat tersendiri
bagi tenaga kerja namun dari pada itu juga mempunyai dampak positif dan terhadap
usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja dan akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional menyebutkan “setiap
tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.” Kemudian Pasal lain juga
menyebutkan, “Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud
diwajibkan dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di dalam hubungan kerjasesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.®

Diatur di dalam Undang—Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 6 ayat (2) bahwa BPJS Ketenagakerjaan
berhak menyelenggarakan’:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK

2. Jaminan Hari Tua/JHT

3. Jaminan Pensiun/JP

4. Jaminan Kematian/JKM

& Undang—Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7 Junaidi Abdullah, 2013, Bentuk—bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja
dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam — Vol 1 No.2,
him.123



Secara garis besar, jaminan sosial dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu
yang bersifat jangka panjang seperti jaminan hari tua, pensiun, sementara putus
kerja, dan kematian serta jaminan yang bersifat jangka pendek seperti jaminan
kesehatan dan kecelakaan diri. Pendanaan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial
dapat dipaksakan kepada setiap pajak, dilakukan karena mekanisme pasar (tidak
ada pemaksaan) gagal memenuhi tujuan jaminan sosial. Asuransi komersial hanya
bisa memberikan jaminan kepada yang mau dan mampu membeli saja.®

Untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja maka perusahaan wajib
mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun
bagaimana halnya dengan pegawai kontrak atau lebih dikenal dengan pegawai
outsourcing. Sistem outsourcing sendiri dilegalkan oleh Undang-Undang No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusunya dalam Pasal 64-66, sehingga dapat
ditelisik bahwa para legislator sendiri merupakan agen terusan bagi para pengusaha
dan negara disisi lain lewat pemerintahnya juga mendukung kegiatan ini°. Dalam
hirarkinya Masalah tenaga kerja diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

8 Siti Ummu Adillah, Sri Anik, 2015, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal
berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Jurnal Yustisia Vol 4 No.3, him.506 —
507

® Maulana Saputra Sauala, 2015, Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Ditinjau dari aspek Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum, Jurnal
Pembaharuan Hukum Vol Il No 2, him.232.



Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
bahwa semua orang boleh bekerja baik laki-laki maupun perempuan, mampu untuk
melakukan kegiatan kerja, menghasilkan suatu barang atau jasa yang bermanfaat
untuk dirinya sendiri maupun masyarakat luas yang ada. Selain itu, arti dari tenaga
kerja disini sangatlah luas meliputi semua pejabat negara seperti Presiden, Ketua
dan Anggota DPR, MPR, Menteri, semua pegawai negara baik sipil maupun militer
dan kepolisian, semua pengusaha, buruh, swa pekerja, penganggur, dan
sebagainya.*®

Namun yang menjadi perhatian penulis adalah tenaga kerja outsourcing.
tenaga kerja outsourcing atau yang sering disebut alih daya dalam Undang-Undang
tidak dijelaskan secara langsung namun pengaturannya terlihat dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 dikatakan: Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja buruh yang dibuat secara
tertulis, dan didalam Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dikatakan bahwa outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan.

Sedangkan pengertian outsourcing sendiri yaitu suatu perjanjian yang
dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja,
untuk suatu pekerjaan tertentu. Disini pihak pekerja/buruh mengadakan perjanjian
kerjanya bukan dengan perusahaan dimana mereka bekerja, akan tetapi mereka
membuat perjanjian kerjanya dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Demikian juga pemberian upahnya-pun diberikan oleh perusahaan penyedia jasa

19 1bid.



tenaga kerja tersebut. Mereka biasanya dikontrak selama dua tahun, dan dapat
diperpanjang satu tahun lagi. Sehingga lamanya 3 Tahun. Kalau akan diperpanjang
kontrak kerjanya maka otomatis dia menjadi tenaga kerja tetap, yang bekerja di
perusahaan tersebut. Permasalahannya bahwa waktu kerja kontrak ini terus
menerus dilakukan, sehingga sangat merugikan bagi buruh/pekerja yang
keadaannya sangat lemah'?,

Sehingga hal inilah yang sangat membedakan tenaga outsourcing dengan
tenaga kerja yang sudah di kontrak secara resmi atau dapat disebut tenaga kerja
tetap. Dimana tenaga kerja outsourcing tidak akan memiliki jenjang karir karena
berdasarkan kontrak atau perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dapat
diperpanjang atau tidak dengan posisi yang sama tanpa ada peningkatan posisi atau
jabatan. Sedangkan pekerja tetap akan mendapatkan kesempatan dalam
mengembangkan kariernya karena benar-benar memenuhi ketentuan dalam
Ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain itu bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, tidak ada
ketentuan sanksinya, sehingga sangat merugikan kepada pekerja/buruh yang di
outsourcing itu. Sebagai contoh, outsourcing yang menggunakan perjanjian kerja
waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu jelas tidak menjamin adanya job
security, adanya kelangsungan pekerjaan seorang buruh, karena seorang buruh
dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan

kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi di situ, akibatnya buruh akan mencari

11 Khairani, 2012, Analisis Permasalahan Outsourcing (Alih Daya) dari prespektif Hukum dan
Penerapannya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.56 Th. XIV, hlm.66



pekerjaan lain lagi. Sehingga keberlanjutan pekerjaan menjadi persoalan bagi buruh

yang menjadi tenaga outsourcing dengan perjajian kerja waktu tertentu. Kalau job

security tidak terjamin, maka bertentangan dengan jaminan Konstitusional
mendapatkan pekerjaan yang layak.

Perjanjian dalam outsourcing (Alih Daya) juga tidak semata-mata hanya
mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata,
namun juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2
tahapan perjanjian yang dilalui yaitu:*?

1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia
pekerja/buruh. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian
penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat
diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagali
berikut:

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.

b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan.

c. Merupakakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

12 pan Mohamad Faiz, 2017, Jurnal Outsourcing dan Tenaga Kerja (Outsourcing/Alih Daya
dan Pengelolaan Tenaga Kerja pada Perusahaan — Vol 1 No 4, Jakarta, 20 Mei 2007, him.14.



Dalam hal penempatan pekerja/buruh maka perusahaan pengguna jasa pekerja
akan membayar sejumlah dana (management fee) pada perusahaan penyedia
pekerja/buruh.

2. Perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh  dengan  karyawan
Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan penunjang perusahaan harus
memenubhi syarat sebagai berikut:

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia
jasa pekerja atau buruh.

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja
untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua
pihak.

c. Perlindungan usaha dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh.

Dengan adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan
sehari-hari bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus
sebagai karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan
seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja.
Pelaksanaan outsourcing, dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai
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kelemahan, terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan
Pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja
antara pengusaha dengan pekerja. Namun demikian, pada dasarnya praktek
outsourcing tidak dapat dihindari oleh pengusaha, apalagi oleh pekerja. Hal tersebut
dikarenakan pengusaha dengan berlakunya Pasal 64 sampai Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seakan mendapat
legalisasi memberlakukan praktek outsourcing tanpa mengindahkan hal-hal yang
dilarang oleh Undang-Undang*2.

Di negara Indonesia banyak sekali tenaga kerja outsourcing dan juga
banyak tenaga kerja outsourcing/alih daya melakukan aksi demonstrasi karena
merasa perusahaan kurang memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerjanya dan
berharap perusahaan membuat kebijaksanaan perusahaan yang lebih
memperhatikan hak-hak dari para tenaga kerja outsourcing/alih daya dan juga
memberi perlindungan terhadap hak-hak para tenaga kerja outsourcing/alih daya.'*

Pertumbuhan tenaga kerja outsourcing semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Dimana menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, outsourcing meningkat

dari tahun 2015 hingga sekarang, yaitu:

Tabel |

Data Pertumbuhan Tenaga Kerja Outsourcing dari Tahun 2015 - 2019

13 Lis Julianti, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di Indonesia,
Jurnal Advokasi Vol.5 No.1 Maret 2015, him.17

14 Ashabul Khafi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Jurisprudentie Vol 3
nomor 2, him. 69.
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Tahun Jumlah
2015 1,97 Juta
2016 1,99 Juta
2017 2,18 Juta
2018 2,22 Juta
2019 2,24 Juta

Sumber: Ahmad Soleh, 2017, Masalah Ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya lonjakan tajam yang terjadi
pada 2016 ke 2017, dimana lonjakan ini mengartikan adanya angkatan kerja yang
meningkat dan memilih untuk menjadi tenaga alih daya/outsourcing dibandingkan
berkerja sebagai tenaga ahli pada industri atau lainnya. Padahal jika dilihat masa
kerja tenaga outsourcing ini dilihat dari kontrak kerja yang sudah mereka tanda
tangani. Dimana masa kerja mereka tidak di ikat oleh Undang-Undang
Ketenagakerjaan, melainkan oleh kontrak kerja yang mereka tanda tangani.

Masa kerja dari para tenaga kerja outsourcing ini dimulai dari awal saat
terjadi kontrak kesepakatan dengan kontrak kerja antara perusahaan dengan para
tenaga kerja, walaupun masa kerja sudah bertahun-tahun tetap masa pengabdian
dihitung sejak kontrak disepakati untuk diperbarui hal ini merugikan para tenaga
kerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan karena
tenaga Kkerja tidak dapat menuntut hak-hak normatif layaknya tenaga kerja buruh

biasa. Hak pesangon diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
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tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UMPK (Pasal 156 ayat (3)), uang pengganti
perumahan dan pengobatan (Pasal 156 ayat (4)) dan uang pengganti cuti tahunan
yang bersangkutan saat penghentian Kerja, serta uang gaji yang dihitung sejak
diberhentikan merupakan bukan hak dari buruh outsourcing.’® Sistem kerja kontrak
outsourcing/alih daya yang mengutamakan angkatan kerja yang sangat muda akan
menyebabkan kesempatan kerja bagi buruh usia > 30 tahun makin menyempitZ®.

Bila peluang kerja di sektor formal bagiangkatan kerja tua makin
menyempit, maka akan terjadi ledakan sektor informal yang selama ini pun sudah
mendominasi struktur angkatan kerja Indonesia. Dalam operasional sehari-hari
dalam melakukan kegiatan kerja didalam suatu perusahaan tentu saja terdapat suatu
kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja atau terjadi kerugian
fisik yang dialami oleh para tenaga kerja yang dimana hal tersebut sangat
mengganggu bagi tenaga kerja.'’

Jika pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar, maka perusahaan akan
menimbulkan hubungan kerja yang lebih berkualitas dimana para buruh akan
merasa lebih dihargai dan dilindungi hak-haknya sehingga buruh akan melakukan
kewajiban-kewajiban kerja secara maksimal karna semua hak-haknya terpenuhi
dengan baik. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah sebagai pihak yang terlibat

langsung dalam hubungan kerja, dapat bersifat netral dan dapat menjamin

15 Triyono, 2016, Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak dan Outsourcing, Jurnal PKS Vol.15
No.3, him.244

16 Elisa, Anis, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan Secara Outsourcing, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Vol.12 No.4, him.121

7 Fauzi Ridzal, 2000, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara
Wacana, him.5
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pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja, seperti dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan yang isinya
“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
dari pengusaha”. Hal ini berkaitan juga dengan Pasal 64,65 dan 66 Undang—Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.®

Berbagai permasalahan terhadap perlindungan hukum para tenaga kerja
pada kenyataan dalam pelaksanaanya masih kurang dari harapan. Hal ini terlihat
dari pelaksanaan yang diluar apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan, dimana masih didapati pengusaha yang membuat
peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan yang kurang memperhatikan hak-
hak dari para buruh sendiri, yang para buruh tidak bisa menuntut haknya di era
sekarang ini dimana banyak perusahaan yang menggunakan sistem kontrak dengan
buruh waktu tertentu. Maka dari itu penting bagi kita mengetahui apakah ada upaya
hukum yang tepat dalam melakukan Penegakan Hukum pada Jaminan Sosial pada
tenaga outsourcing tersebut.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan mengenai hal lain-lain yang
melatar belakangi permasalahan hukum yang ada, maka dari itu penulis ingin
menuliskan Penelitian Skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap

Hak-Hak Normatif Pekerja Outsourcing”

B. Rumusan Masalah

18 Darwis Anatai, 2017, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang—
Undang Rl Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Darwis Vol 15 No.1, him.212.
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Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka timbul
pertanyaan-pertanyaan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak—hak normatif pekerja
outsourcing?

2. Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak-hak outsourcing?

C. Tujuan Penelitian

Supaya dalam penulisan ini adanya sasaran yang tepat dan jelas, maka
harusnya ditetapkan suatu tujuan. Dimana tujuan yang hendak dicapai oleh penulis
adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak—hak

normatif pekerja outsourcing.

2. Mengetahui dan memahami apa saja kendala-kendala dalam

pemenuhan hak—hak outsourcing.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, dari segi teoritis dan segi
praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis:

a. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi yang
ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkhusus hukum
perdata dan juga memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu
hukum keperdataan terkhusus mengenai perlindungan hukum pekerja

outsourcing.
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b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan baru atau lanjutan hukum
keperdataan mengenai kendala apa saja dalam pemenuhan hak-hak
outsourcing.

2. Dari segi praktis:

a. Dapat memberikan manfaat dan rujukan bagi pekerja outsourcing yang
sedang mengalami permasalahan atau ingin mengetahui lebih lanjut
mengenai perlindungan hukum pada pekerja outsourcing tersebut.

b. Dapat menjadi ilmu tambahan bagi berbagai pihak untuk mengetahui
perlindungan hukum dan hak-hak normatif pekerja outsourcing dan apa saja

kendala yang nanti akan dihadapi pekerja outsourcing.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi bahwa penulis harusnya memiliki ruang lingkup
yang jelas atas apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal ini tentu saja
berfungsi bagi penulis untuk mengetahui apa saja yang akan di tulis dan juga
bermanfaat bagi penulis agar tulisan/bahan tulisan pada skripsi ini tidak melebar
pada pembahasan lain yang tidak bermanfaat. Ruang lingkup penulis yang akan
dibahas penulis adalah mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap
hak-hak normatif pekerja outsourcing dan kendala-kendala dalam pemenuhan hak-

hak outsourcing.
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F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan keilmuan diperlukan teori-
teori yang menjelaskan ilmu dan pengembangan analisis suatu permasalahan. Teori
ini memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami
masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi.'® Dalam penelitian skripsi
ini maka akan dibahas beberapa teori yang menjadi bahan pendukung bagi
pernyelesaian rumusan permasalahan yang dipaparkan diatas, antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus
dan M Hanjon. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond
bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari
suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

19 Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, , him.259.
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perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.?°

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.?

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum
bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.
Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di
lembaga peradilan.?

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan
hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan
tujuan-tujuan hukum, vyakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek
hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam
bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam
rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Organ

20 Satjipto Raharjo, 2006, llmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , him. 53.
21 1bid, him.69.
22 1bid, him.54



18

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan
(hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil,
yang menjelma sungguh—sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk
kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus,
anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera. Teori
ini juga dikemukakan oleh sarjana jerman, Otto von Gierke (1841-1921) dalam
bukunya yang berjudul Das Deutsche Cenossenchtsrecht. Teori ini menjelaskan
bahwa badan hukum itu terbentuk, menjelma dalam pergaulan hukum (Eine
Leiblichgeistige Lebensein Heit), dan bisa memenuhi kehendaknya dari
kepengurusan-kepengurusan (Verbandpersoblich Keit), perantara alat-alat berupa
anggota atau pengurusnya mengucapkan kehendak dengan perantara mulut atau
dengan tangan jika kehendak tersebut ditulis diatas kertas, seperti halnya organ
tubuh manusia.?® Sehingga menurut teori ini, Badan Hukum itu nyata adanya,

contoh: Kepengurusan ketua badan hukum seperti halnya kepala pada manusia

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe

penulisan normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap

ZAhmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis), Jakarta:
PT. Raja Grafinda Perkasa, him 32.
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asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian

terhadap taraf sinkronisasi hukum.?

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan

pendekatan tersebut, dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam

pendekatan, yaitu;

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach).
Pendekatan ini dilakukan dengan masalah semua Undang-Undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah
tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi
penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan
membuka kesempatan bagi peneliti utuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya
atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan
Undang-Undang.?

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang didalam IiImu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.?®

2 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum,
Jakarta: PrenandaMedia Group, him.2.

25 |bid, him. 133.

26 |bid, hlm. 135
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3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum
Sumber-sumber guna mendapatkan data-data dan sumber data yang diperlukan
penelitian Normatif ini maka peneliti menggunakan metode Studi Pustaka. Studi
Kepustakaan (Perpustakaan) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk
mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir terhadap bahan-bahan
yang diperlukan, meliputi:?’
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari
norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan
hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari
zaman penjajahan hingga kini masih berlaku. Sehingga dalam penelitian ini
bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku
atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum
sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif, Bahan-bahan hukum

sekunder ini adalah buku-buku teks, skripsi, tesis disertasi hukum, doktrin, teori-

27 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, him.13.
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teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah maupun
website yang terkait dengan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan skunder seperti kamus, Enclyqopedia, indeks kumulatif dan
seterusnya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah studi
literatur atau studi kepustakaan yang mana merupakan bagian penting yang tidak
terlupakan dalam penulisan skripsi. Studi Kepustakaan (Perpustakaan) adalah
kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan
kerangka berfikir, khususnya refrensi relevan yang berasal dari teori-teori tanpa
memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya menggunakan data primer
atau skunder®. Sehingga Penelitian Kepustakaan ini adalah bahan utama dalam
penulisan skripsi ini

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci
kedalam bentuk-bentuk kalimat-kalimat (Deskriptif).

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

28 p_Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT.Rineka
Cipta, Cetakan keempat, him.109.
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Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan
kesimpulan Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan dari fakta-

fakta yang bersifat umum menuju hal yang khusus.
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